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ABSTRAK 

 Pelaksanaan pemilu di Indonesia selalu menjadi pembahasan dan koreksi 

disetiap pelaksanaannya oleh berbagai pihak. Pelaksanaan pemilu Tahun 2014 lalu, 

terkait dikeluarkannyaPutusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak 

Nasional dan Daerah menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Mahkamah 

Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang No. 

42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusannya, 

Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta 

pemilihan umum legislatif dilakukan serentak pada tahun 2019 mendatang. Serta 

mengabulkan permohonan beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 

NRI 1945. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 

mengetahui akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-

XI/2013 terhadap penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia serta hubugannya 

terhadap sistem Presidensial di Indonesia. 

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. 

Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder 

yang diperoleh melalui studi kepustakaan. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 14/PUU-XI/2013 pengujian terhadap UU No.42 tahun 2008 tentang 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diperbaharui menjadi UU No. 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu mengalami perubahan pasal-pasal. Perubahan pasal-pasal 

tersebut mengakibatkan berubahnya tahapa-tahapan penyelenggaraan pemilu, 

sehingga pemilu kedepannya dilaksanakan secara serentak. Kemudian, pemilu 

serentak mempunyai hubungan terhadap pengatan sistem presidensial di Indonesia. 

Karena dengan diterapkannya pemilu serentak, parpol cenderung berkoalisi karena 

kesamaan pandangan, ideologi dan tujuan sehingga kebijakan yang dibuat oleh 

eksekutif sebagai pemegang kekuasaan akan cenderung diindahkan oleh para pihak 

diparlemen. 
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